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Pada tahun ini, telah ditetapkan Balai Pencegahan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

dan Kehutanan pada 5 (lima) wilayah, yakni Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan,
Sulawesi dan Papua MalukuSelama 2 tahunDiektorat JenderalPenegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutan@atah berhasil untuk hadir ditengaiengah masyarakat
dalam rangka memberikan rasa adil dari penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
secara responsive, transparan dan akuntabel sehitelgh berhasimemberikan dampga
jera para pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutamdaomun untuk lebih
menpercepai menefektifitaskan dan mengefektifkan upaymya penegakan hukum yang
telah dilakukan diperlukaavaluasi atas rencana kerja yang telaietdpkan dengan hasil
kegatan yang telah dilaksanakgang akarmendorong penegain hukum yang tegas dan
konsistensecaraterus menerusserta menciptakan inovasi dan perbaikperbaikan dalam
rangka penegakan hukuimgkungan hidup dan kehutanan

Laporan Kinerjani disusun dengammengikuti pedoman mengenai penyusunan
Laporan Kinerja sesudermen PAN & RB No P.53/MenPANRB/2@kfhgan ruang lingkup
pembahasan mulai dagambaran penegakan hukum, rencana kerja penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan dan capaiapaian penaganan pengaduan, pelaksanaan
pencegahan dan pengamanan hutan, pelaksanaan pengawasan serta upaya penindakan
secara administratif, perdata maupun pidana olgirektorat Jenderal Penegakamkdm
Lingkungan Hidup Tahun 2016

Dengan disusunnyaapgoran ini kiranya dapat memberikan gambaran yang
komprehensif kinerjaDirektorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungdup dan
Kehutanan Tahun 2016Dirjen PHLHK akan tetap menjaga komitmennya dengan
melaksanakan kegiatdeegiatannya secara terencana dengan batkansparan, dan
akuntabel.
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Tekanan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan semakin lama semakin tinggi dan

kompleks, tekanan yang secara terus menerus ini telah menurunkan daya dukung lingkungan
hidup terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Bentuk ancangemagangguamulai

dari perambahan, penebangan ligrerburuan liar, pengambilan liar fauna dan atau flora,
kegiatankegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan, kerusakan habitat fauna dan
atau flora dilindungi serta kegiat&egiatan liar lainnya yang mengancam keberfungsia
ekosistem beserta dinamika ekologistglah mengalami metamorphosis menjadi kejahatan
yang saling terkait dan tersistematS8una menahan laju tekanan terhadap daya dukung
lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
melaksakan upayg upaya preemtif, preventif, represif dan yustysing tertuang dalam
rencana strategis penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2019
Sasaran strategis 2015019 mengakseleselari capaian sasaran strategis Program Penegaka
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutamaatalui 5 kegiatanyaitu:

1 Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi;

1 KegiatarPenyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

1 KegiatarPenegakan Hukum Pidana;

1 KegiatarPencegahan dan Pengamariutan;

1 KegiatarDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup menetapkan target pencapaian
Sasaran Strategis selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun QMA®L9, berupa a.
Meningkatnya Penangan Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum
sebesar 100 % dan b. Meningkatnya hutan yang dapat dipertahankan dari gangguan seluas
13 (tiga) juta Ha. Padahun 2016sasaran program Meningkatnya Penanganan Pengaduan,
Penyelesaian Sengketa dBenegakan Hukum Pidana dengan target sebesar #labo
direalisasikan sebesar 10b atau mencapdi50 % sedangkan sasaran program luas hutan
yang dapat dipertahankan dari gangguan dengan tagletas $00.000 Ha direalisasikan
sebesar 5.503.843 Ha atau mencapai 110 %. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah

merealisasikan anggaran sebesar ®)2.696.153.176 atau 9818% dari pagu sebesar Rp.
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206.461.762.000. Adapun penjelasan capaian patikatorprogramKementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yamgenjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

Lingkungan tdup dan Kehutanan sebagai berikut

a. Meningkatnya Efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan, Sanksi Administrasi

Kinerja dalam meningkatnya efektifitas penangan pengaduan; Pengawzsa
lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi admtaistrastO16diukur
denganPersentase pengaduan masyarakatg ditindaklanjuti sebanyak 684 kasus atau

sebesar 1366 lebih besar dari target sebesar 500 Kasus.

Pengaduan oleh massakat yang ditangani lsena tahun 2016sebanyak684 kasus,
dengan status penanganan yang selesai sebad@4ldiuraikan dengan tidak lengkap
data pendukung sebanyak 44 kasus, direkomendasikan/dilimpakhan ke instansi lainnya
sebanyakd484 kasus dan tidak feukti sebanyak 27 Kasusategori pengaduan terdiri

atas kasus lingkungan hidup sebanyakpengaduan; kasus kehutanan sebanyk
pengaduan; Kasus LHK sebanyalpeBgaduan dan Kasus non LHK sebar@&k
pengaduan. Peningkatan kinerja ini dipengaruhi legieerfaktor, yang salah satunya
inisiative Ditjen PHLHK untuk lebih aktif dan responsive terhadap publik antara lain

dengan membuka 8 (delapan) saluran/channel penerimaan pengaduaan.

. Meningkatkany Efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilaksanakan tahun 2016 telah menangani
sebanyak 82 kasus sengketa, yang terdiri dari : 1. Kasus sengketa diluar pengadilan
bidang IPJ sebanyak 44 sengketa; 2. Kasus sengketa diluar pengadilan bidang SDA
sebanyak?8 kasus dan 3. Kasus sengketa melalui pengadilan sebanyak 1®ik&sjss.
penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara keseluruhan sebesar 9%Ra&da%.
Tahun 2016ni gugatan perdata yang didafkan pada Pengadilan sebanyalkp&ékara
meningkat seaa signifikan disbanding tahun 2015 yang hanya 5 pendaftaran gugatan
perkara sengketa lingkungan hidup. Sedangkan kinerja penanganan sengketa diluar
pengadilan mengalami peningkatan secara signifikan juga dimana pada tahun 2015
capaian penyelesaian sebes®® % meningkat pada tahun 2016 menjadi 98,14%.

Penanganan sengketa diluar pengadilan masih didominasi dengan penyelesaian sengketa
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lingkungan hidup bidang Industri, Manufaktur dan Jasa sebanyak 44 Kasus sedangkan
Bidang Sumber daya alam sebanyak 28 K&acsira keseluruhan jumlah kasus diluar
pengadilan mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 sebanyak 93 kasus turun

menjadi 72 kasus pada tahun 2016.

Selama tahun 201&emerintah telah melakukan gugatan kerugian lingkungan hidup dan
biaya pemulihan lgkungan hidup terhadap 12 pihak tergugat dengan nilai sebesar Rp.
26 Triliun dan sampai dengan Desember 20d&1 penyelesaian sengketa lingkungan

hidup di luar pengadilan yang dapat disetorkan ke kas negara yaitu sebesaiRar2

Meningkatnya Ektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana LHK

Pelaksanaan kegiatan penegakdukum pidana selama tahun 201i@i telah
menanganani sebanyak84 kasus dan sampai dengan Desember 2015 telah
menyelesaikarsampai dengan P.21 sebanyak Ka#¥us kasus atal®36 % melebihi

dari target yang diberikan sebesar 75% sehingga capaian kegiatan penegakan hukum
pidana sebesarb % sedangkan 39 kasus sisanya atau 20,6dasih dalam proses
penyidikan Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan t&hun i
terbagi dalam 5 (lima) tipologi, yakni : 1. Pembalakan Liar, 2. Perambahan Hutan, 3.
Peredaran TSL lllegal, 4. Pencemaran Lingkungan dan 5. Kebakaran Hutan dan Lahan.
Selama Tahun 2015, Berdasarkan tipiloginya penanganan kasus tidak pidana LHK
terbesaradalah kasus peredaran TSL lllegal sebanyak 49 kasus dan telah selesai sampai
dengan P.21 sebanyak 43 kasus. Tipologi kasus tindak pidana LHK yang paling sulit

ditangani adalah kasus kebakaran hutan dan lahan sebanyak 5 kasus.

Secara keseluruhan kasus telah ditangani dengan baik dan optimal damarja
penganganakasus berdasarkan tipolagglalah sebagai berikut : Kasus peredaran TSL

ilegal tetap mengalami peningkataebanyak 51 Kasus atau 100 %; 2. Kasus pembalakan
liar sebanyak 66 Kasus atau 94,29 %; 3. Kasus perambahan kawasan hutan sebanyak 29
Kasus atau 85 %; Kasus pencemaran sebanyak 3 kasus atau 11 % d2enkagasan
kebakaran hutan dan lahan selama 2 tahun terakhir hanya terselesaikan (P.21) sebanyak
1 kasus dri 6 kasus yang dilakukan penyelidikan, yang memberikan gambaran sulitnya
menuntaskan kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
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Mengacu pada target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 75%, maka dapat dikatakan
bahwa kinerja Direktorat PenegakankHhion Pidana dalam penyelesaian kasus tindak
pidana lingkungan hidup dan kehutanan telah melampaui target sebesar 4,36%.
Dibandingkan dengan penyelesaian kasus tahun 2015, jumlah kasus yang ditangani tahun
2016 mengalami peningkatan sebanyak 48 kasus at&9%5 sedangkan keberhasilan
dalam menyelesaikan kasus sampai dengat Rengalami peningkatan sebanyak 32
kasus atau 21,33%. Meskipun jumlah kasus yang ditangani dan jumlah kasus yang
diselesaikan sampai dengai2 Pmengalami peningkatan dari tahun seb&hya, namun
capaian kinerja keseluruhan pada tahun 2016 mengalami penurunan dari capaian tahun
2015, yaitu dari 111,47% menjadi 105,81% athesar 5,76%

. Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengamanan

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengamaman kelah dilaksanakan pada 77
lokasi di seluruh Indonesidimana ahun 2016 menargetkan terlaksananya pengamanan
hutan dari ancaman dan gangguan seluas 5.000.000 Ha, sampai dengan Desember 2016
target tersebut telah dicapai seluas 5.503.843 Ha atau%d.10paya pencegahan dan
pengamanan hutan dilaksanakan melalui Patroli pada 507 kawasan konservasi; Operasi

Pengamanan Hutan pa@& lokasiserta pembentukan MMP sebanyak Wiit.

Selain operasi pemulihan kawasan hutan, Ditien Gakkum LHK juga melakspaesin
penyelamatan hakak negara atas sumber daya alam hutan dan lingkungan hidup.
Pelaksanaan operasi pengamanan hasil hutan (lllegal Looging dan TSL) selama tahun
2016 dilaksanakan pada 105 lokasi. Pelaksanaan operasi tersebut dilaksanakan di telah
berhasil mengamankan kayu hasil illegal logging sebanyak 5.329 batang kayu ditambah
sebanyak 1.227,75 Mdengan nilai pasar sekitar Rp.12.939.868-80RPelaksanaan
operasi pemberantasan pembalakan liar yang pelaksananya tersebar pada 15 Propinsi.
Berdasarn frekuensi terjadinya pembalakan liar maka Regional Pulau Sumatera masih
wilayah yang memiliki tingkat frekuensi terjadi illegal logging terbanyak sebesar 32 %
Pelaksanaan operasi pemberantasan peredaran TSL illegal dilakukan sebanyak 65 kali
operasi dagan hasil berupa satwa dan specimennya sebanyak 6.122 ekor satwa,

sebanyak 4.577 lembar kulit satwa dan 711 buah bdigran satwa. Pelaksanaan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 20Jékarta



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

operasi tersebut paling tinggi terjadi di Regional Kalimantan, Regional Sumatera dan
Regional Papua. Berdasan halhal tersebut diatas maka potensi hilangnya penerimaan

negara terbesar terjadi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Papua namun
berdasarkan nilai potensi ekonomi berdasarkan besaran barang bukti maka potensial lost

terbesar terjadi di PulaBapua.

Keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum LHK selama tahuni 2idébabkan oleh

beberapa fator, antara lain :

1. Instrumen pendorong terbesar tercapainya indikator kinerja program adalah
mekanisme penanganan yang sistematis dan terstruktur rdafaisoft approach
hingga hard approach. Mekanisme ini telah menjadi filterisasi sehingga berbagai
jenis dan tipologi ketidaktaatan perusahaan dapat diselesaikan sesuai dengan
karakteristiknya.

2. Meningkatnya penerapan sanksi administrasi kepada para petaka yang tidak
taat ijin lingkungan dan atau ijin lainnya, didorong oleh semakin transparant bisnis
proses pentaatan perijinan.

3. Restrukturisasi lembaga Kementerian LHK yang berimplikasi pada organisasi
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum telah menciptakganisasi penegakan
hukum yang paling lengkap dimana pendekatan penegakan hukum Ditjen PHLHK
dilakukan melalui penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan
penegakan hukum pidana. Pendekatan ini mendorong semakin efektif dan
optimalnya penglesaian kasukasus lingkungan hidup dan kehutanan.

4. Faktor lain yang secara signifikan mendorong upaya penegakan hukum adalah
tingginya dukungan publik kepada para petugas dan pimpinan dalam melaksanakan
penegakan hukum. Hal ini sangat memotivasi pareagpauntuk bekerja lebih baik
dan lebih optimal dalam menjerat para pelaku perusak lingkungan hidup dan hutan.

5. Pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum juga mendorong percepatan
pengumpulan barang bukti dan faktkta lapangan lainnya. Penggunaan taggi
digunakan seperti drone untuk pengawasan dan inteligen, penggunaan aplikasi
mobile yang mendorong peran serta masyarakat dalam melaporkan para

pelanggaran dan perusak lingkungan dan hutan.
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Adapun factoffaktor kendala dan hambatan dalam pelaksanpanegakan hukum

lingkungan hidup dan kehutanan antara lain :

1. Masih adanya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan belum melaksanakan
seluruh kewajiban yang dikenakan dalam sanksi administratif, dikarenakan masih
memerlukan persetujuan anggaran dengan plaak(Pemda dan BUMN);

2. PPLH Fungsional sebagai petugas pelaksana pengawasan jumlahnya masih sangat
terbatas, dibandingkan jumlah perijinan yang harus diawasi sehingga untuk
memenuhi IKK yaitu 100% izin yang diawasi cukup sulit untuk dilaksanakan. Selain
masalah jumlah, PPLH juga terkendala dengan kompetensi yang tidak merata dan
terstandar.

3. Kurangnya tenaga ahli dan staf dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan
hidup menjadi kendala dalam menpercepat penanganan kasus sengketa lingkungan
hidup. Hal ini khususnya terkait proses negosiasi terhadap hasil penghitungan ahli
yang lama sehingga menjadikan lamanya pembayaran kerugian lingkungan kepada
Negara;

4. Perbedaan persepsi pihak perusahaan terhadap hasil verifikasi sengketa lingkungan
hidup yang dileukan oleh TIM KLHK dan instansi lingkungan hidup daerah
khususnya mengenai besaran ganti kerugian lingkungan;

5. Terbatasnya data rona awal dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi pusat
maupun daerah untuk mendukung gugatan dan proses pembuktiéa l3elum
lengkapnya peraturan perundaomgdangan yang mendukung pembuktian di
pengadilan;

6. Pelaksanaan pencegahan dan pengamanan hutan merupakan kegiatan yang
memerlukan banyak sumber daya (manusia, |p&a dan dana). Pada tahun 2016
alokasi sumber daygang sangat terbatas menjadi kendala untuk menjangkau
selurun kawasan hutan. Sehingga lokasi pencegahan masih difokuskan pada
beberapa areal yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

7. Kegiatan Pencegahan dan pengamanan hutan selain bersifat situasionatiguga
yang bersifat rutin, lamanya proses p&@am kelembagaan pada Tahun 2016
menjadi salah satu faktor tidak tercapainya luasan hutan yang diamankan dari

gangguan dan ancaman.
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8. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan yang memerlukan sumber daya
rutin yang besar, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran dana tau
sumker daya lainnya. Pada tahun 20h§ kebutuhan anggaran penegakan hukum
telah dipotong sebanyak 2 kali atau sekitar 45 Milye ini secara langsung
berdampak padaerganggunya pelaksaan upayaupaya penegakan hukum di

lapangan.

Pengukuran efektivitas dan efisiensi kinerja sasaran strategis yang menjadi tanggung
jawab Direktorat Jenderal Penegakan Hukum termasuk dalam kategori capaian yang
efektif dan efisien. Nilai efektifitas samastrategis meningkatnya luas hutan yang dapat
dipertahankan dari gangguan di bidang kehutanan adalah 1,58 atau > 1; yang berarti
pelaksanaan Penegakan Hukum LHK dilaksanakan secara efektif dan focus pada
pencapaian output dibandingan dengan pelaksanahart 2014. Sedangkan nilai untuk
efisiensi penggunaan anggaran Penegakan Hukum LHK sebesar 1,24 atau > 1; yang
berarti pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran secara

optimal dan efisien.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 20Jékarta



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan iX

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR. ...oottieiii ettt l.
RINGKASAN EKSEKUTIE ....cooiiiiiii et 1l
DAFTAR IS et e et smeen b e e e e et e e e e e e e e e e e eeeees IX
DAFTAR TABEL. ... e r e X
DAFTAR GAMBAR. ... e e e e e e e e e Xl
DAFTAR LAMPIRADN. ...ttt sree s eern e e Xl
BAB |. PENDAHULUAN ...ttt mme b e e e e e e e e e sneesenneeeeeeees 1
A, LATABBELAKANG ... e e mmne e 1
B. TUGABANFUNGSL.... ..ottt 3
C. STRUKTUBRGANISASL......ouitiiiiiiiiiiiiii e sers e neee e 5
E. ISUISUSTRATEGIS . ... 10
BAB. [l PERENCANAAN KINERJA. ... ..o e 14
A. RENCANBTRATEGEIB15C 2019.......cuuuiiiiiiiiiiieiiieimmmeiiitiieee et e e e e eneeeeeeeeeeeeeeens 14
B. RENCANRKRERUJBOLOG. ......cuuttiiiiiiiiiiiiiiiiereeiiiiiiri ettt nerr e 21
C. PERJANJIANNERUJIZOLG.........ccoiiiiiiii e mme e ee 23
BAB. [l AKUNTABILITAS KINERJA ...t mmme e e e 25
A. PENGUKURANNERIJAROGRAMENEGAKARNJKUMHK ......ooviiiiiiiiiiiiiececeeee 25
AL DISKRIPSL....coceiiiee e e e mmnn e 25
A.2. FAKTORFAKTOR KEBERHASILAN DAN ATAU KENDALA/HAMBATAN..26
A.3. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. ..ottt 27
B. KINERJRROGRAMENEGAKARNJKUMHK ...ttt 28
B.1. ANALISIS KINERJA PROGRAM.......cooiiiieeee e 28
B.2. ANALISIS KINERJA KEGIATAN. ... 29
C.KINERJANGGARANITIEBAKUMHK. ...t eeee e 79
D.FAKTORFAKTOREBERHASILBANHAMBATARITIEMBAKUMHK...........covvveee 80
E. EFISIENBANEFEKTIVITRETIEMBAKUMHK ... 83
BAB. [V PENUTUER ...ttt eeme et e e e e e e e e ee e e e e e e e e e e e eeaaeeeens 84
A. SIMPULAKINERJIBAHUNROLG. .....oetiiiiiiiiieeieeie e eeee e 84
B. RENCANRERBAIKARHUNPOLT.....coiiiiiiieiii e 85
LAMPIRANLAMPIRAN. ..ot smeee e enneees 86

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 20Jékarta



X Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

51 C¢lw ¢! . 9]

Tabel 1 Komposisi sumber daganusia pada 5 UPT Ditjen PHLHK .............ccvvvvieeeennnes 7
Tabel 2 Komposisi distribusi tenaga teknis bidang penegakan hukum.LHK............... 8.
Tabel 3 Alokasi anggaran program Ditjen PHLHK ...........ooviiiieieeeeeeee e, 8
Tabel 4 Sarana dan prasarana DRIALHK ... 9
Tabel 5 Daftar peralatan penegakan hukum LHK sampai dengan.2Q16...................... 9

Tabel 6 Target capaian sasaran strategis program penegakan hukum lingkungan hitiup dan
Tabel 7 Indikator sasaran program dan indikator kegiatan program penegakan.huk@2
Tabel 8 Perjanjian kinerja sasaran strategis program penegakan hukum lingkungar?3
Tabel 9 Konektivitas indikator sasaran utama dengan perjanjian kinerja program....24
Tabel 10Alokasi anggaran program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehut24an
Tabel 11 Pengukuran capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHLHK Tahun.20128
Tabel 12 Capaian sasaran program indikator penyelesaian pengaduan, pengawas&0

Tabel 13 Rincian Penanganan Pengaduan Yang Masuk Pada Tahun.2016............. 32
Tabel 14Realisasi Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Pemegang.ljin...................... 35
Tabel 15 Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan........ 38
Tabel 16 Rekapitulasi sanksi administrasi tahun 2015 dan.20186.............ccccvueeeeiiinnnnns 41
Tabel 17 Distribusi Wilayah Pengenaan Sanksi AdmMInIiStrasi............eeeveeeeeuvevvnnvnnnnnn. 43
Tabel 18 Rekapitulasi sanksi administrasi karhutla tahun.2Q16.................ccceeeiiinnnns 44
Tabel 19 Capaian Sasaran Progradikator Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidug7
Tabel 20 Rekapitulasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup tahun 2015............ 48
Tabel 21 Status Penanganan Sengketa LH Melalui Pengadilan..............cccceeeeeieinn. 49
Tabel 22 Daftar nilai gugatan dan kerugian lingkungan hidup tahun 2015 dan.201651
Tabel 23 Rekapitulasi tuntutan ganti rugi karhutla tahun 2016................c.ceveeeeiiinnnns 52
Tabel 24 Proses penanganan kasus gugatan sengketa karhutla tahun 2015 dan.2038
Tabel 25 Kinga Capaian Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Tahun.2Q16............... 54
Tabel 268Penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup dan kehufBaaim2016............ 55
Tabel 27 Tipologi kasus LHK yang diverifikasi tahun 2015 dan Tahun 2016............. 60
Tabel 28 Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup tahun 2016 berdasarkan
...................................................................................................................................... 62

Tabel 29 Realisasi dan capaian kinerja kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas
penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015 dan.20163
Tabel 30 Rekapitulasi penegakan hukum pidana karhutla tahun.2016...................... 64
Tabel 31 Indikator Kinerja Program Pencegahan dan Pengamanan.Hutan............... 65
Tabel 32 Lokasi dan sasaran operasi pengamanan hutan tahun 2015 dan.2Q16......67
Tabel 33 Hasil operasi dan penyidikan di pusat dan 5 wilayah Balai Gakkum.LHK...7Z0

Tabel 34 Pembinaan polisi kehutanan Tahun 2QL6.............ccevvvmeeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 72
Tabel 35 Peningkatan Sarana Prasarana PAMHUT.2016..........ccccccceeevevivvieiieeeeeeeen. 73
Tabel 36 Pembaharuan buku pas senjata.api.........c.ccccevviieeeiiiiiiiiiiiiice s ee e 73

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 20Jékarta



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Xi

Tabel 37 Perbandingan Kinerja Pencegahan dan Pengaataa...............cccccceeeeeeeeee. 74
Tabel 38 Sasaran Program Dukungan Manajemen Ditjen PHLHK................ccc.......... 75
Tabel 39 Nilai SAKIP Ditjen PHLHK tahun 2015 dan2016............ccccceeevveeeeiiiiinneenn. 16
Tabel 40 Sarana dan Prasarana Ditjen PHLHK ... 77
Tabel 41 Rekapitulasi status proses peratypematuran Ditien PHLHK...........................718

Tabel 42 Alokasi anggaran Ditjen PHLHK berdasarkan sasaran strategis Kemen .LHE
Tabel 43 Pengukuran efektivitas dan efisiensi sasaran Strategis Ditjen PHLHK.20183

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 20Jékarta



Xii Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 StruKtUr OrganISASL.......uueeieeiiiiiiiemmeeieee e et e e eee e e e r e e e eeee s 5
Gambar 2 Sistem kelembagaan Ditjen Penegakan Hukum.LHK .............ccoceciiiieenns 6
Gambar 3 Grafik anggaran Ditjen PHLHK @@D36..............cvvviieiiiiiicemiiiieeee e 9.
Gambar Kuadran SWQFosisi Ditjen PHLHK .........oovviiiiiiieeeee e, 12
Gambar 5 Kinerja program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan......15
Gambar éTanggungjawab Ditjen PHLHK pada Renstra Kementerian.LHK................ 16

Gambar 7 Model logis kontribusi sasaran program P7.A pada pencapaian sasaran. $trategis
Gambar 8 Model logis kontribusi sasaran program IKP 3 pada pencapaian sasaranl€rategis

Gambar 9 Program P7 dan kegiakagiatannya serta maskmasing sasarannya.......... 20
Gambar 10 Kinerja penanganan pengaduan tahun-2018...................cccceeevieeeeeeeeeennn. 32
Gambar 11 Distribusi pelaksanaan pengawasan langsung oleh Direktorat PPSA, BPPHLHK dan
BLHD Provinsi Kaltim..........cooiii e emee et e e e e e e e e e eeeneeeeeeeeeeaeeas 35
Gambar 12 Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap ketaatan..............cccccceeveeeennn. 36
Gambar 13 Posisi ketaatan perusahaan terhadap perizinan..............cccceeeeeeeeeeiiiienns 37
Gambar 14 Peta Sebaran Lokasi Beagan Tahun 2016................cccoociieeeeeeeeieicccnnns 37
Gambar 15 Jenis Pengenaan Sanksi Administrasi Tahun.2016.............cccceeeeeeiiiinnnns 42

Gambar 16 Tingkat Pentaatan pemegang usaha/kegiatan tahun 2015 dan Tahun .2R16
Gambar 17 Peningkatan Kapasitas Pengelolan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi

o L0111 7= O PPUPPPP 46
Gambar 18 Proses penyelesaian sengketa melalui pengadial Tahun.2Q16............... 49
Gambar 19 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup tahun.2016..................c.......... 50

Gambar 20 Penyelesaian kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan tahun.205&
Gambar 2JAwal tumpahan minyak berasal ari arah timur Kep. Seribu dan ceceran..58
Gambar 22 Barang bukti berupa kayu illegal dan TSL yang disita dari pelaku tindakgdidana.
Gambar 23 Pelaksanaan penanganan barang bukti dengan penyegelan lahan.......! 64
Gambar 24 Lokasi operasi pengamanan illegal logging dan.TSL.............ccceeeeeiiinnne 69
Gambar 25 Lokapelaksanaan operasi pengamanan hutan Tahun 2016..................... 71

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 20Jékarta


file:///C:/Volumes/DOC%20PHOTO/LKj%202016%20DITJEN%20GAKKUM%20LHK%20-%20Versi%202.docx%23_Toc478586479

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Xiii

51 C¢!w [ ! at Lw!

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja Utam#&ementerian Lingkungan Hidup dan Kehutamahun 2016
(Revisi)

Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hulungkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: SK.5/PHLHK/SET/SET.1/1/2&ifang Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat
Jenderal Peegakan Hukum Lingkungan Hidam &ehutanan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 20Jékarta

b



1 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

L@ Ab5I I[N D

A. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan sumber daya alamdonesiayang sangat besar ini diupayakan untuk
pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejateraan warga Negara Ind@eésieang dan

yang akan datangSebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia sedang
melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Tidak bisa dipungkiri
kemajuan peradaban, inovageknolog dan pertumbuhan jumlah penduduk telah
membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus
berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini. Bahkan dunia
pernah mencatat pada periode 20@810 laju deforestasi hutan di Indonesiakibat

ativitas pembalakan ilegal, pembakaran hutan, konversi labgan dan perburuan
satwa liarmencapai 1.8 juta hektar per tahubaju deforestasi tersebut tentu sangat
berdampak pada daya dukung lingkungan, dimaembanguna yang membawa

perubahan pesat tah memberikan dampak kerusakan lingkungan highng masiv

Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan dan kesejahteraan
manusia, hamun karena keterbatasan dan persebarannya yang tidak merata maka
diperlukan tata kelola dan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara adil,
merata dan berkianjutan.Sesuai dengan Undatundang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh
karena itu, negara, pemeratt, dan seluruh pemangku kepentingberkewajiban untuk
melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi

sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indongsita mahluk hidup lain.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananaealengan Peraturan Presideonior
18 Tahun 203 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutatelah
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mengamanatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehdanan untuk meningkatkan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan melalui
penegakan hukumDirektorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanandalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang penegakan huéjiion
menyusunsistem manajemen y@ berorientasi pada hasil sehingga pelaksanaannya
akan membantu mewujudkan instansi pemerintah yang beroperasi secara efisien,
efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan sebagai

salah satu syarat pencapaian tata pemaiiain yang baik.

Dalamimplementasisistem tata pemerintahan yang baik tersebutijakukan dengan
membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunain(i&igr Penilaian
Kinerja [PK), serta laporan kinefj&|). Laporan Kierja (LKjadalahbentuk pelaksanaan
akuntabilitas yang berupa penyampaian informasi fakta kinerja yang dihasilkan organisasi
dengan harapan terkomunikasikannya pencapaian tujuan organisasi kepada seluruh

stakeholder dan terlaksananya mekanisme kontrol oleh publik.

Laporan Kinerja ini, merupakarerprujudan tanggungjawab Ditien PHLHK terhadap
pemberi mandat atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama tahun #@h§an mengacpada
Peraturan MenterNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB)
Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, laporan injuga merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutingmnun
mendatang yang dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan,
pelaksanaan program dan kegiatan pada periode yang akan datang, dan penyempurnaan

berbagai kebijakan yang diperlukan.
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B. TUGAS DAN FUNGSI

DirektoratJenderal Penegakan kium Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan diberikan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dangggran hukum lingkungan

hidup dan kehutanan. SelanjutniprektoratJenderal Penegakan Hukum Lingkanga

Hidup dan Kehutanan berfungsi

a.

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan,
pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikarerppan hukum administrasi,
perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan
operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan,
pengamanan, penangangengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi,
perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan

operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lesggaraan

pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan,
penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup
dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan;

Koordinas dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan
pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan,
penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup
dan kehutanan, serta dukungan operasi ggakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan,
penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalaah ra
lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum

lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
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f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan,
pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukamisirasi,
perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan
operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukgkungan Hidup
dan Kehutanan;

h. Pelaksanaafungsi lain yang diberikan oleh Menteri
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C. STRUKTUR ORGANISASI

Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/M&@13entang Organisasi dan Tata Laksana

Kementerian Lingkungan Hidup déehutanarsebagai berikut :

Gambar 1 Struktur Organisasi

Direktur Jenderal
Drs.Rasio Rido Sani, MCom., MPM

Sekretariat
Ditjen PHLHK

EEIEN]
Program & Evaluasi

Damayanti R. ST.,

Agus Setiyakis

Bagian
Keuangan & Umum

Bagian

Kepegawaian

Ir. Saptanti Rahayu, M.

Direktorat PPSA

RosaVivien Ratnawati,S.H.,M.$D

Subdit PPLH
[ Vinda D.ASS., MiSe

B Subdit PSA
[ o 55 e

Subdit PP

Direktorat PSLH
| emraattiang Bt
MM

ILuUar
Bid. IPJ
o ek cosrans

upait P
Pengadilan

Umar Suyudi, SHYM

updi
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Disamping stuktur organisasi pusat, untuk dapat melakukayaupaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih

responsivemaka kelembagaan organisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadopsi system

territorial kewilayahamsebagaimana gambar dibawah ini

KAPASITAS KELEMBAGAAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

BPPHLHK
SUMATERA

UNDP, UNDC dan TAF

BPPHLHK
MALUKU

BPPHLHK WILAYAH SUMATERA: w= BPPHLHK WILAYAH JAWA m= BPPHLHK WILAYAH KALIMANTAN
Wilayah 1 : Medan =rss) ?‘USA HENCC AR B wilayah 1: Samarinda Pos
| Wilayah 2 : Riau = W!Iayah 1: Surabaya B Wwilayah 2 : Pontianak Pengaduan
B wilayah 3 : Palembang Bl Wwilayah 2 :Jakarta Bl \wilayah 3 : Palangkaraya Gakkum
I Wilayah 3 : Kupang .
BPPHLHK WILAYAH SULAWESI |
m— BPPHLHK WILAYAH MALUKU PAPUA i x >
Wilayah 1 : Makasar = wil e " . 6 gg(g);cée @
: s ilaya : Manokwari I
= Wflayah 280 Bl Wwilayah 2 : Jayapura BPPHLHK : Balai Pengamanan dan ke
Bl wilayah 3 : Manado B Wilayah 3 : Ambon Penegakan Hukum Lingkungan
s ° Hidup dan Kehutanan

Gambar2 Sistenmkelembagaan Ditjen Penegakdokum LHK
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D. SUMBER DAYA

Dalam menjalan tugas dan fung§ginegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
sumber daya yang dialokasi pada Ditjen PHLHK masih sangat tdraitasimber daya
manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatarsatana. Adapun
komposisi sumber daya tersebut sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :
a. Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini
memiliki 857 pegawai. Komposigjolongan, jabatan fungsional davilayah kerja
sumber daya manusiayang mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan terdiri dari Satuan Polhut Operasi Reaksi Cepat (SPORC) dan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

sebagaimana dam tabel berikut:

Tabell Komposisi sumber dayaamusia pada 5 URJitien PHLHK

FU?QHST:’?W' fabatan TU SU:'ﬂalerB Il TJEWH IBalilTusrl?l TU SL:IWTISI Il TUKﬂlliMBn”tBn LIl T:Talulku IjﬁpuTll TOTAL
UMUM 6 - 1217 {2]s6)|-|2]-|-|-[6|-|2]1]2]-|-]- 46
PPLH Pertama St -1l e - -] -] - -1 -] - -1 - - ]
Muda -] 313 - 2] -| - -l - - -1 -1 - 11

Madya -1 -1-1-1-f1-11]- 21 -1- -1 -1- -1 -1 - 3

POLHUT | PelaksanaPemula | - | - | - | - - [ -|-| - - - -1 - -1 -0 2
Pelaksana |45 6 - 512 -1 81| -|2|4|8)]1[4]4[3] 66

Pelaksana lanjutan | - [ 22144 |14 | - |20 12]20] - [34] 2 |10 - |31 |[25]21| - [25] 6 [26] 314

Penyelia -1 7] tl212) -1 3]4-11]2]- -] 1] 2 41

Pertama 7171 §13] - 91 4 116314 3124 59

Muda e lal- 120417 -(7]2|2 56|68 1] -6 71

Madya -t e 1] 1 -1 -1 - 7

PEH PelaksanaPemula | - [ -] - - -|-|-1-|-1--l-0-1--1-1-1-01-1- 0
Pelaksana N B R R e S 0
Pelaksanalanjutan | - [ -] - - - |-t |- - |- -l--1-|-1-111-]-]- 2

Penyelia N B R R e S 0

Pertama N RN A R e S ]

Muda -t -rAr -l -l -1l 4

Madya N B R R e S 0

PRANATA -ttt -ttt 1
TOTAL PPLH 2121 418 4 19
TOTAL POLHUT 41180 30 3322 (32 68 17] 18 45[42140] 1 [33] 15[42] 560
TOTAL PEH 1 12 1 14

TOTAL Pegawai/ Seksi 6 143]84|33118(39]145(32] 2 |72{17]18[ 7 [45)44041] 4 ]33] 15]42

TOTAL Peoawai/UPT 166 134 109 137 a4 640
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Sampai dengan tahun 2016umber Daya Manuslairektorat Jenderal Penegakan

Hukum sampai saat ini telah cukup lengkap selain itu sumber daya mamgssia

didukung oleh pegawai honor sebanyak 62 orang sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel2 Komposisi distribusi tenaga teknis bidang penegakan hukum LHK

NO bt JUMLAH I 1l GOLONGAMRU?#G IV
KERJA alblJc]d|[Jmljalb|c|D]JmiJalb]c|d|JmlJa]b]c]|]d| e]Jml KET
T | Setdifjen 43 -1 -1 -1 - -1Z1 61 &1 2| 1&4| 5| 6 Z| 8| 21| 314 -1 2 9
2 [PPFSA 44 - 2T 2 7707 5T 97 81 361 21 31 1 - B
3 [PPH 29 T - T 51 41 51 8 227 3| 27 1 B
4 [ PSLH 25 -1 -1 -1 - -T- T - T 5 8 T 5[ 191 21 3 - 5
3 [PHP E§ 1 -1 -1 - 127 -1 2 - AT 7] 67076 29 31 31 1 T
Jumlah 183 1 -1 -1 - 114176 8] 4] 221323327 [ 35| 127 [ T3] 15 2 33

b. Sumber Daya Anggaran
Pelaksanaan program penegakan hukum lingkungan balugzehutanan oleh Ditjen
PHLHK dukung oleh anggaran sebesar 204lyar, anggaran inimengalami
penurunansecara signifikan dibandingkan anggaemun 2016sebagaimana tabel

dibawah ini :

Tabel3 Alokasi anggaran program DitjeRlLHK

Anggaran (Rp. Juta) Ditjen
NO Tahun DeputiV Dit. PPH Jumlah PHLHK
Pagu Real Pagu Real Pagu Real (Juta)
1 2013 30.935 29.702 56.441 47.336 87.376 77.038
2 2014 30.689 27.657 28.000 21.795 58.689 86.346
3 2015 278.980
4 2016 206461
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Rencana dan Realisasi Anggaran Ditjen PHLHK

300000
250000
200000
150000
100000
50000

m Pagu m Realisasi

2016

Gambar3 Grafik anggaran Ditjen PHLHK 202816

c. Sumber Daya Peralatan dan Sarana

Sarana dan prasararairektorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungn Hidup dan
Kehutanan sampai saat ini masih dalam pemenuhan standar minimal perkantoran,

namun demikian pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hdup dan kehutanan

masih tetap berjalan dengen didukung sebagaimana tabel dibav

Tabeld Sarana dannasaranaDitjn PH.HK

2014 2015

No. Jenis — —

Volume Nilai Volume Nilai
I Peralatan dan mesir| 664 | 29.200.020.918 1.320| 84.726.717.047%
2  Aset tetap lainnya 1 41.800.000 1 41.800.000
3 Konstruksi dalam 2| 33.884.158.15( 2| 33.884.158.15(

pengerjaan

JUMLAH 667 61.125.928.91€¢ 1.323 118.651.725.04

Tabel5 Daftar peralatan penegakan hukum LHK sampai deng#&n 201

No Uraian Satuan | Jumlah
1 | Tanah Persil m?2 10,498
2 | Alat bantu Unit 32
3 | Alat Angkutan Darat Bermotor Unit 265
4 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Unit 4
5 | Alat Angkutan Apung Bermotor Unit 9
6 | Alat Angkutan Bermotor Udara Unit 2
7 | Alat Bengkel Bermesin Buah 1
8 | Alat Bengkel Tak Bermesin 111
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E

No Uraian Satuan | Jumlah
9 | Alat Ukur Buah 173
10 | Alat Pengolahan Buah 21
11 | Alat Kantor Unit 315
12 | Alat Rumah Tangga Unit 918
13 | Alat Studio Buah 165
14 | Alat Komunikasi Buah 35
15 | Peralatan Pemancar Buah 7
16 | Alat Kedokteran Buah 92
17 | Unit Alat Laboratorium Buah 91
18 | Unit Alat Laboratoriurimia Nuklir Buah 3
19 | Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Buah 2
20 | Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Buah 17
21 | Senjata Api Pucuk 26
22 | Persenjatan Non Senjata Api Buah 33
23 | Alat Khusus Kepolisian Buah 56
24 | Komputer Unit Unit 404
25 | Peralatan Komputer Unit 288
26 | Alat Eksploitasi Topografi Buah 8
27 | Alat SAR Buah 44
28 | Alat Kerja Penerbangan Buah 4
29 | Unit Alat Proses/Produksi Buah 12
30 | Ramburambu Lalu Linta Darat Unit 3
31 | Peralatan Olahraga Buah 3
32 | Bangunan Gedunbempat Kerja Unit 4
33 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal Unit 1
34 | Tugu/Tanda Batas Unit 1
35 | Instalasi Air Bersih/ Air Baku Unit 1
36 | Instalasi Pengamanan Unit 3
37 | Jaringan Listrik Unit 1
38 | Jaringan Telepon Unit 1
39 | Alat Bercorak Kebudayaan Buah 1

ISUISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditien PHLHK nimamijikk faktofator yang

dapat menjadpotensal dalam penegakan hukunmamun dalam saat yang bersamaan

juga menghadapi

permasalaharhaik internal

permasalahan termaksud di atas adalah sebagai berikut:
a) INTERNAL

A Kapasitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terutama kapasitas

sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif belum memadai

maupun eksternal.dentifikasi
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11 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

untuk menghadapi/mengatasi tantangannya, mengingat pertumbuhan kapasitas
lebih lamban dibandingkan dengan perkembangan problemgdikg mesti
dihadapi/diatasinya.

A Sumberdaya aparatur pada tingkat operasionalatif belum memadai
dibandingkan dengatantangannya. Prasarana dan sarana belum memadai relatif
dibandingkan dengan permasalahan teknis yang harus didtasiahPPNS dan
PPLH tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam melakukan
kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pidanataalain karena persoalan
jabatan fungsional nya.

A Kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih terkendala
dengan ketersediaan data dan informasi, antara lain data/informasi yang
berkenaan dengan izi@in usaha/kegiatan yang berpotensi mmabulkan
pencemaran/perusakan lingkungan hidup

At SYyAy3(lrtialy LISyS3al |y YKz idiyRpd#eifdalah LISy |
oleh kapasitas operasionalisasinya, baik pada tingkat gerakan maupun pada tingkat
lapangan.

A Kinerja yang masih belum memadantuk mengefektifkan koordinasi dan
sinergitas antar unit kerja, terutama dengan DHt)en yang memiliki
kewenangan mengeluarkan izin dan menetapkan aturan hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

A Peraturan perundangndangan pada tingkatan prosedur opévasl belum

lengkap dan atau perlu dimuthahirkan.

b) EKSTERNAL

A Regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk efektifitas pelaksanaan
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih cukup banyak yang
harus ditetapkan

A Pembagian tugasigasLJISy S3 I { 'y Kdzl dzY | y i NXksegetalJdza | {
dimutakhirkan aturan penyelarasannya, untuk mencegah terjadinya saling lempar
urusan dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya, kagremdahan cara kerja dan
koordinasi di tingkat Pusat dan tingkateEsdn, yang merupakanmplikasi dari

penggabungan dua kementerian menjadi Kementerian LHK.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 20Jékarta
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A Besarya harapan rakyat akan keadilgang ditunjukan dengan tingginya
kepercayaan publikkemungkinanakan mengalami pemunan apabila sumber
dayapenegakan hukurtidak dapat ditingkatkan/dioptimalkan lebih tinggi lagi

A Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

A Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses besar tehadap
masyarakat menimbulkan banyaknyagudukan hutan secara illegal.

A Jumlah dan kompleksitas kadasus lingkungan hidup dan kehutanan yang

cenderung meningkat.

Sehubungan dengan itu maka dengan berdasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi
potensi dan permasalahan termaksud di atas kemudian dilakukan determinasidktdor

kunci SWOTHasil analisiSWOTyang telah dilakukan oleh Ditien PHLHK, menkajuk

bahwa resultante faktefaktor kunci internal (kekuatan dan kelemahan) berada pada posisi

yang relatif lebih kuat, sedangkan resultante fakastor kunci eksternal (peluang dan
FyYyOlFYlFYy0 o0SNIRIF LI RIF Ll2airair &BWE NRI-20SAYT tfl g
berada padal dzZt RI&DEY &I AlGdz 1 2YOAYIl &A FyalF NI YSYAL
sebagaimana ditunjukkan pada Gamaadran SWOT berikut:

Strength (Kekuatan)

DITJEN
ZO e AT PHLHK

‘ Kuadran “S-T” Kuadran “S-0”

\
Threats Opportunity

(Ancaman) ————————————— ———— (Peluang)

Kuadran “w-T” ‘ Kuadran “W-0”

|

Weekness (Kelemahan)

Gambar Kuadran SWQgosisi Ditien PHLHK

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 20Jékarta



13 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan demikian maka strategi generik yang ditempuh adalah strategiQigeaktorfaktor

kunci kekuatan disinergikan untuk memanfaatkan falekior kunci peluang, guna
mempercepat dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan hukum di tingkat tap
sehingga hasil pelaksanaannya selain akan mencapai sasarannya juga akan mengurangi
faktor-faktor kunci ancaman, serta dapat meningkatkan upaya memperkuat -faktor

kelemahan yang masih ada.
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L.t PO WwWab/ bbb 9 WWY

A. RENCANATRATEGED15¢ 2019

KementerianLingkungan Hidup dan Kehutantglah menindakanjuti RPJMN 2015

2019 dengan penetapan Rencana Strategis Kementerian LHK Taht20291%ujuan

Kementerian LHK diwujudkan oleh seluruh -unit kerjanya melalui pencapaia

serangkaian sasaran, secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi, sebagaimana

struktur ssaran pada Sistem Perencanaan Kementerian KBdEpun penentuan
sasararsasaran termaksud dilakukan dalam bingkai ranah tugas dan fungsi-masing
masing unit &rja, dengan mengacu pada Renstra Kementerian LHK¢2ZZB, serta

dengan strategi yang didasarkan pada potensi dan permasalahan yang dikemukakan

dalam Bab Pertama. Sedangka® y A SNI ALYy Gal aF Nryé RIFEfFY R2

pedoman penyusunan Renstitajajaran KementeriahHK Sasaran adalah kondisi yang

akan dicapai secara nyata oleh Kementerian, daruaititkkerjanya secara berantai dan

berjenjang.Sasaran Strategis Kementerian LHK untuk kurun waktu tahun¢ZIiB,

sebagaimana ditetapkan dalaneritra Kementerian LHK 202619, adalah sebagai
berikut:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan,
ketahanan air, dan kesehatan masyarakat;

2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk
meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan
sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian tm Sasaran Strategis Kementerian LHK -2019 tersebut di atas akan

dilakukan melalui 13 Progra®esuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P.57/MenHl3etjen/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama Kementerian Lingkungddidup dan Kehutanan dijabarkan baheantara 13

Program termaksud di atagrdapatd t N2 ANJ Y t Sy S3AF 11y | dzl dzy [ A
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YSKdzii F Yyl yéx @l y3a LISy 3S Dijen IPHLAKSasararRpkoyreat & I 1 | y
ini dirancang untuk berkontribugada pewapaian Sasaran Strategis Pertaman
Sasaran Strategis Ketiga Kementerian LHK, sebagaimana ditunjukkan dengan diagram

pada Gambar Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM
Menjaga kualitas lingkungan e i Meningkatnya Persentase
hidup untuk meningkatkan Lingkungan Hidup penanganan penanganan kasus
daya dukung lingkungan, —_— bedilbada —_— eneaduan —3 pengaduan,
ketahanan air, dan kesehatan Kisaran 66.5 — 68.5 Peng bt " penyelesaian
masyarakat. ’ . RellyEiesalal sengketa, dan

sengketa, dan
penegakan hukum,
HLEE ingkat setia

Memanfaatkan potensi hukum mening P
sumberdaya hutan dan tahun
lingkungan hidup secara lestari
untuk meningkatkan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat
yang berkeadilan.
Melestarikan
keseimbangan ekosistem Derajat Meningkatnya Luas hutan yang dapat
dan kfeaneka-ragaman keberfungsian pencegahan dipertahankan dari
hayati serta keberadaan  _3/ ekosistem > dan = gangguan keamanan
s.umberdaya alam sebagai meningkat setiap pengamanan hutan meningkat
Sistem penyaneea ketiiddpan tahun hutan setiap tahun
untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan.

Gambarb Kinerja progranpenegakan hukum lingkungan hidup dehdtanan

Slain dua sub sasaran termaksud di atas, sesungguhnya terdapat satu sub sasaran
lainnya yang merupakan dukungan manajemen, namun tidak tergambarkan pada
diagram karena bersifaiross cutting issue®lehkarenanya Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 telah melakukan revisi terhadap penetagii® IKP
terdahulu melalui Peraturan Menteri Lingigan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kibéajma
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana tanggung jawab Direktorat
Penegakan Hukuriingkungan Hidup dan Kehutanterdapat pada ketiga Sasaran
Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuts@laagaimana gambar dibawah

ini:

1 Sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra Kementerian LHRQD3Fpada halaman 28.
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Sasaran
Strategis

1. Menjaga Kualitas
Lingkungan
Hidup untuk
meningkatkan
daya dukung
lingkungan,
ketahanan air
dan kesehatam
masyarakat

Memanfaatkan
potensi Sumber
Daya Hutan dan
Lingkungan
Hutan Secara
Lestari Untuk
Meningkatkan
Ekonomi dan
Kesejahteraan
Masyarakat Yanc
Berkeadilan

Melestarikan ke
seimbangan eko
sistem dan keane
karagaman haya
ti serta
keberadaan
sumber daya
alam sebagai sys
tem penyangga
kehiduopan utk
mendukung
pembangunan
berkelanjutan

Indikator Kinerja
Utama

. Indeks Kualitas LN 1.

pada Tahun
berdada

' produksi barang/ jasd

hutan dan LH Pad
Tahun 2019 Rp. 3,
Triliun

. Nilai Eksport Has

Hutan Tahun 201¢
sebesar US$ 9,2
Milyar dan Rp.B
Trilyun

. Jumlah komulatif K

yg memiliki efek
tifitas  pengelolaa
Minimal 70 Tahu
2019 sebanyak 26
Unit

. Jumlah komulatif KP

yang merproduksi
barang/ jasa secar
lestari berbasis des
Thn 2019 sebanya
347 Unit

. Luas Komulatif kaw

hutan yang dikelola
oleh masy. Da
dikembangkan  sb
sentra prod. hs
hutan berbasis des
Tahun 2019 selua
12,7 Juta Ha

Sasaran
Unit Kinerja

Seluruh pemeganc
izin lingkungan
mentaati
peraturan terkait
pengelolaan
Lingkungan Hidug
dan Kehutanan

Meningkatnya

hakhak  negara
atas pengeltaan
sumber daya
hutan dan
Lingkungan Hidup

Seluruh unit
kawasan hutan
(termasuk

kawasan

konservasi) yanc
dapat dilindungi
dari gangguan
keamanan hutan
seluas 4 juta Ha

Indikator Kinerja
Kegiatan

1. Peningkatnya ke-
taatan pemegang
izin lingkungan
terhadap peratuf
an terkait penge
lolaan lingkungan
hidup dan
kehutanan 60%

Jumlah
penyelesaian
kasus sampai P2
untuk penebangan
liar, penyeludupan
dan peredaan
ilegal TSL
sebanyak 40 Kasu:

Meningkatnya
kawasan hutan
(termasuk
kawasan
konservasi) yanc
dapat dilindungi
dari ancamandan
gangguan
keamanan hutan

Gambar6 Tanggungjawab Ditjen PHLHK pada Renstra Kementerian LHK

Alur logika kontribusi sasarakegiatan ini pada pencapaian Sasar&rogram adalah

sebagaimana penjelasan berikut ini.
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SS 1/IKU 1/KP 1:
Sasaran
Penanganan

Penyelesaian Sengketa dan

Penegakan
sebesar 70 %

Model Logis Kontribusi Sasaran Progmada @ncapaian Ssaran Strategis Kementerian

Meningkatnya
Pengaduan,

Hukum

pidana.Alur logikatersebut diatas disederhakan

Capaian Sasaran Programi

mengarah pada

hukum administrasi, Ukum perdata, dan hukum

dengan pemodelan pada Gambar

peningkatan keberhasilan upaya penegakan hukum
lingkungan hidup, yang secara garis besar meliputi

pelayanan pengaduan dan penyelesaian penegakan

LHK.Keberhasilan upaya penegakan hukum perdata dan atau hukum administrasi, secara

logika, mestinya akameningkatkan ketaatan para walibkumuntuk:

1
il
1

Mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang disebabkannya;
Mematuhi larangan mencemari / merusak lingkungan hidup;

Mematuhi kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran / perusakan

lingkungan hidup;

Menangani sampah yang ditimbulkannya sesuai dengan yang dipersyaratkan;

aSy3astz2fl
kepadanya; dan/atau

Mengelola limbah B3 sesuai persyaratan dengan yang dipersyaratkan kepadanya.

* Meningkatnya
penanganan
pengaduan,
penyelesaian
sengketa, dan
penegakan
hukum

a0l KLy

* penanganan
kasus
pengaduan,
* penyelesaian
sengketa,
* penegakan
hukum
¢ Dukungan
manajemen

OSNDI KI &

Dampak
Keberhasilan

¢ Terkendalinya
pencemaran /
perusakan
lingkungan

* Terkelolanya
sampah, B3,
dan limbah B3

KB Meningkatnya

6 SNI Odzy ¢

kualitas
lingkungan

hidup

* Meningkatnya
kesehatan

“ manusia

Ganbar 7 Model logis kontribusi sasaran program P7adaegencapaian sasaraimetegis
Kementerian LHK

Dengan demikian maka keberhasil@@nangananpenegakanhukum administrasihukum

gugatan perdata,

pencemaran/perusakan lingkungan hidup, dan akan melindungi keberlanjutan sumber daya

hukum pidana

termaksud di

atas akan

0.

mengurangi

kehutanan, yang akan mengerucut bersama hasil upaya lainnya menuju pada semakin

membaiknya kualitas lingkungaidup dan kehutanan. Oleh karena itu maka keberhasilan
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LISt 1alyrFly @t NRINIY tSylFy3alyry tSy3l RdzZ y
| dzl dzYé GSNXYIF 1&dzR RA Fdla |1Fy o0SN)]2ydNROdza.
{GNF GSara t SNII Yl YRenjbga (k$ahds IHiggkurigan Yniup &tk y A Y
YSYAy3I{Fdlly RFE&F RdzZldzy3d tAy3ldzyalyszr 1S4l KIYy

Capaian Sasaran Program ini mengarah pada

SS__2 [1KU_2/1KP_2: peningkatan keberhasilan upaygpengamanan
Meningkatnya Halkak

NEEEEE Sl )y kekayaan negaralan penindakarkegiatan illegal
Sumber Daya Hutan dan LH yang potensial menghilangkan kekayaaakhak

negara yang secara garis besar meliputi
pengamanarkawasn hutan dan peredaran hasil hutafeberhasilan upaypencegahan
dan pengamanarhutan serta penegakan hukum pidgnaecara logika, mestinya akan
meningkatkarpenerimaan negara bukan pajaktuk:
1 Mengendalikarpemanfaatan dan peredaran hasil hutan (kdgn tumbuhan satwa liar)
secara legal
1 Mengamankan hasil hutan (kayu dan tumbuhan satwa liar) yang dipunggut dan
dimanfaatkan secara illegal
T Mematuhi kewajibardalam kegiatan pemunggutan dan pemanfaatan hasil hutan (kayu
dan tumbuhan satwa ligr)
1 Melakukan penuntutan / gugatan atas kehilangan negara yang disebabkan kegiatan illegal

dan kegiatan yang tidak sesdangan yang dipersyaratkan;

Dengan demikian maka keberhasilan penangapamcegahan dan pengamanan hutan
termaksud di atas akan mengugapotensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak

akan madorong para pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatannya dengan mentaati
peraturan perundangan yang berlaktang akan mengerucut bersama hasil upaya lainnya
menuju pada semakirmeningkatnya emanfatan potensi sumber daya hutan dan
lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
yang berkeadilah hft SK 1 NSyl Addz YI {Menifigkinyg Kakbka A f | y
Negara atas pengelolaan Sumber Daya HBtany” [ A y 3 dagrihékstd di dtaR dkbd &

berkontribusi pada upaya untuk mewujudkan Sasaran StrateglsaKementerian LHK,
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e | 1 WMénivigkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara

lestari untuk meningkatkan ekonomi degsejahteraan masyarakat yang berkeadilan

SS_3/IKU_AIKP_3:
Meningkatkan kawasan hutan

(termasuk

konservasi)
dilindungi
keamanan hutan seluas 4 Ju

dari

yang

kawasan
dapat
gangguan

Gl asSiée

Capaian Sasaran Program ini mengarah pada ter
aman] I yyel

pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian

1 SKdzi I

LHK. Ancaman dan gangguan terhadap hutan

berupa perambahan, penebangan liar, perburuan

liar, pengambilan liar fauna dan atau flokegiatarkegiatan yang dapat menimbulkan

kerusakan habitat fauna dan atau flora dilindungi serta keglagiatan liar lainnya yang

mengancam keberfungsian ekosistem beserta dinamika ekologisnya. Keberhasilan upaya

pencegahan dan pengamanan hutan

inlarakmenuju pada peningkatan derajat

keberfungsian ekosistenAlur logika tersebut diatas disederhanakan dengan pemodelan

pada Gambar Model Logis Kontribusi Sasaran Program Pada Pencapaian Sasaran Strategis

Kementerian LHBerikut:

* Meningkatnya
pencegahan
dan
pengamanan
hutan.

— J

=4

® Luasan hutan
yang dapat
dipertahankan
(aman) dari
gangguan

¢ Dukungan
manajemen

e,

Dampak
Keberhasilan

® Terlestarikan-
nya aset
sumberdaya
kehutanan
(antara lain
flora dan
fauna serta
relung

kehidupannya,

keaneka-
ragaman
hayati, dst)

\ G

* Melestarikan
keseimbangan
ekosistem dan
keanekaragam
an hayati serta
keberadaan
sumberdaya
alam

¥ 4

Gambai8 Model logis kontribusi sasararmgramIKP Jada pencapaiarsasaran tsategis
Kementerian LHK

Keberhasilan upaya pencegahan dan pengamanan hutan, secara logika, mestinya akan

meningkatkan kelestarian keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta

keberadaan sumber daya alayang antara lain melalui upaypaya

1 Mengendalikariingkat ancaran dari berbagai kegiatan terhadap kawasan hutan produksi,

hutan lindung dan hutan konservasi
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T Menurunkan tingkat gangguan terhadap hutamelalui operasi pemulihan kawasan,

operasi pembalakan liar dan operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar;

1 Penindakarkorporasi (badan usaha) yang menggunakan/memanfaatkan kawasan hutan

tidak sesuai dengan prosedur

Dengan demikian maka keberhasilpenanganan pencegahan dan pengamanan hutan

termaksud di atas akamemciptakan kondisi yang aman dalam kawasan husafagai

prakondisi danakan mengerucut bersama hasil upaya lainnya menuju pada semakin

meningkatnyakelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber

daya alam sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan

berkelanjutanuntuk mewujudkan Sasaran Strate#fidiga Kementerian LHK

Penjabaran diagram alir Sasaran Program menjadi Sasaran Kegiatan ditunjukkan Gambar

Program P7 dan Kegiatiagiatannya serta maskmgasing Sasarannya berikut

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya efektivitas penanganan
pengaduan, pengawasan izin, lingkungan,
izin PPLH & PPU, ketaatan terhadap sanksi

adminstrasi

PENANGAMAN PENGADUAN,
PENGAWASAN, DAN SANKSI
ADMINISTRASI

PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya efektivitas Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup

Sasaran Indikator Kinerja
Program Program
Seluruh Meningkatnya ketaatar
Pemegang pemegang izin
izin lingkung lingkungan terhadap
an mentaati peraturan terkait
peraturan pengelolaan Lingkunge
terkait PPLH Hidup dan Kehutanan
dan 60 %
Kehutanan
Meningkatnya Jumlah penyelesaian
HakHak kasus sampai P21 unty
Negaraatas penebangan liar,
Pengelolaan penyeludupan dan

Sumber Daya
Hutan dan LH

peredaran ilegal TSL
sebesar 40 kasus

PENEGAKAN HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN HIDUF DAN
KEHUTANAN

Meningkatnya efektivitas penanganan dan
penyelesaian perkara tinfak pidana
lingkungan hidup dan kehutanan

| LAINNYA DITIEN PENEGAKAN

Meningkatnya
hutan yang
dapat
dipertahankan
dari gangguan
seluas 13 (tiga
belas) juta Ha.

Seluruh unit kawasan
hutan (termasuk
kawasan konservasi)
yang dapat dilindungi
dari gangguan

keamanan hutan 4 jutal -

MANAJEMEN DAN

PELAKSANARN TUGAS TEKNIS Terwujudnya reformasi tata kelola

kepemerintahan yang baik di lingkungan

HUKUM LHE Ditjen PHLHK

Terlaksananya pencegahan dan pengamanan
terhadap gangguan dan ancaman bidang
kehutanan di 34 propinsi

PENCEGAHAN DAN
PENGAMANAN HUTAN

ha

IMANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGASTEKNIS | |
LAINNYA DITIEN PENEGAKAN

HUKUM LHE

Terwujudnya reformasi tata kelola
kepemerintahan yang baik dilingkungan
Ditjen PHLHK

Gambar9 Program P7 daregiatankegiatannya serta masifgasing asarannya
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Berdasarkan penjabaran diatas, mdkaektorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup menetapkan target pencapaian Sasaran Strategis selama 5 (lima) tahun mulai dari
Tahun 201%, 2019 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel6 Taget capaian sasaran strategi®gram gnegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan &ahun 2015 2019

No

Indikator Kinerja Utama

Seluruh Pemegang iz
lingkungan mentaat
peraturan terkait PPLI
dan Kehutanan

Meningkatnya Haklak
Negara atas Pengelola:
Sumber Daya Hutan dz
LH

Meningkatnya hutar
yang dapat
dipertahankan dar

gangguan seluas 13 (ti¢
belas) juta Ha.

Indikator Sasaran Progran

Meningkatnya ketaatal
pemegang izin likgingan
terhadap peraturan
pengelolaan Lingkunge
Hidup dan Kehutanan 60

Jumlah penyelesaian kas

sampai P21 untul
penebangan liar
penyeludupan dar
peredaran ilegal TS

sebesar 40 kasus
Seluruh unit kawasan huts

(termasuk kawasal
konservasi) yang dapat
dilindungi dari ganggua

keamanan hutan 4 juta ha

B. RENCANKERJAR016
Perubahan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

melaluiPemen LHKNomor :P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2¢di6g menjadi amaka

Target
2015 2016 2017 2018 2019
50% 60% 70% 80% 100 %
5% 75% 75% 75% 75%

3Juta 4 Juta 8 Juta 11 Juta 13 Juta
Ha Ha Ha Ha Ha

Rencana StrategRrogram Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehufahan

2015¢ 2019 diturunkan menjadi Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutar20l6 Rencanerja ini memuat arah kebijakditjen

PHLHK selama Tahun 2@Ebagai komitmen dalam pencapaian sasaran strategis jangka

menegah dan jangka panjang. Rencana Kerja ini juga menjadi @emngtapkan

Indikator Penilaian Kinerja sebagastruimen mengukur keajuan pencapaian tujuan

dan sasaran strategisndikator Penilaian Kinerja (IPK) Program Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai mana dituangkan dalam Rencana Kerja
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Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkurigidup dan Kehutanan Tahunl18)

terdiri atas:

Tabel7 Indikator sasaran program dan indikategiatan program penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan tah2®l16

No Kegiatan Sasaran Indikator st 9o
Vol Satuan
A Meningkatnya Penangan&engaduan, Penyelesaian Sengketa dan 70 | Persen
Penegakan Hukum
I Kegiatan Meningkahya | Pengaduan masyarakat yang 50 | Pengaduan
Penanganan | efektivitas ditindaklanjuti 0
Pengaduan, | penangnan Penanggung jawab wusaha dan/al 50 | ljin Ling.
Pengawasan| pengaduan, kegiatan yang diawasi ketannya| O
dan Sanksi | pengawasan JL | terhadap I izin PPLH dan PUU
Administrasi | Izin PPLH, dan | sebanyak 100 %
PUU; Ketaatan | Sanksi administrasi yang ditaati o| 75| Sanksi
terhadap sanksi| penanggungawab usaha dan ata Administrasi
administrasi kegiatan sebanyak 60 %
Jumlah sarana dan prasara 12| PPLH
pelaksanaan pengawasan, pengamal O
dan penegakan hukum yang memen
standar minimum
Jumlah Petugas Pengawas Lingkunn 10| PPLH
Hidup vyang dibina dan ditingkatk{ O
kapasitasnya
2 Kegiatan Meningkat nya | Penyelesaian Sengketa Lindungan Hi 15| Kesepakatan
Penyelesaian efektivitas PSLH di luar pengadilan yang diselesaikan
Sengketald %
Jumlah pendaftaran gugatan perdda 10 | Gugatan
lingkungan hidup melalui pengadilan
3 Kegiatan Meningkat nya | Persentase penyelesaian tindak pid¢ 10| Kasus
Penegakan | efektifitas sampai dengan P21 sebesar 75 % 0
Hukum penanganan dar Jumlah verifikasi perkara pidana bidg 20 | Kasus
Pidana penyelesai an | lingkungan hidup dan kehutanan 0
Lingkungan | perkara tindak | Jumlah barang bukti yang ditangi 16 | Kasus
Hidup dan pidana sebesar 100 % dari jumlah kasus y| 8
Kehutanan | lingkungan ditangani
hidup dan Jumlah pelaksanaan eksaminasi kg 7 | Eksaminasi
kehutanan TPLH sebesar 100 %
Faditasi penegakan hukum pidaf 30| Kasus
terpadu sebesar 100 %
Jumlah Kapasitas PPNS y| 50 | Orang
ditingkatkan 0
B Meningkatnya hutan yang dapat dipertahankan dari gangguan 4 | JutaHa
4 Kegiatan Terlakana nya | Jumlah lokasi dilaksanakann 77 | Lokasi
Pencegahan | pencegahan dar pencegahan serta pengendali
dan pengamanan tefl ancaman dan gangguan di 77 lokasi
Pengamanan hadapgangguan| Jumlah Polhut yang dibina di 25| Lokasi
Hutan dan ancaman | ditingkatkan kapasitasnya 00
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No Kegiatan Sasaran Indikator largste 9
Vol Satuan

bidang Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMI 34 | Unit

kehutanandi 34| Tenaga Pengamanan Hutan Lain

Propinsi (TPHL) dan penggiat lingkungan lain

(S3.P7.K4) yang terbina
Jumlah sarana dan prasara 11 | Brigade
pelaksanaan pengawasan, pengamar
dan penegakan hukum yang memen
standar minimum
Luas kawasan hutan yang da] 5| JutaHa
dilindungi dari kegiatan ilegal mening}
setiap tahun

5 Dukungan Terwujud nya | SAKIP Direktorat Jenderal Penegakary 72 | Point
Manajemen | reformasi tata | Hukum Lingkungan Hidup dan

kelola Kehutanan dengan nilai minimal 78,0C

kepemerintahan| (A) di tahun 2019 (S1.P7.K5.1KK.a)

yang baik di

DitienPHLHK

(S1.P7.K5)

C. PERJANJIAN KINERJA 201

Penetapan Kinerja (PK) merupakan am&wsatturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014

dan Peraturan Menteri PAN dan RefornBisokrasi Nomor53 tahun 2014Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Tujuan penetapan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
sebagai wujud nyata komitmen antara peneriamaanah dan pemberi amanah; dan
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasilndikator PenilaiKinerja (PK) Direktorat Jenderd?enegakan Hukungang

tertuang dalam Penetapan kinerja tahun @8§hng telah ditandangani oletDirektorat

Jenderal Penagakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri

Kehutanaradalah sebagai berikut :

Tabel8 Perjanjian kinerja sasaran strategis gmam penegakan hukum lingkungan
hidup dan kehutanaB016

No Sasaran Strategis Target

1 Meningkatnya Penanganan Pengadu 70 Persen
Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum

2 Meningkatnya hutan yang dapat dipertahankan d 4 Juta Ha
gangguan
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No

Tabel9 Konektivitas indikator sasaran utama dengan perjanjian kipssgram

penegakan hukum lingkungan hidup dan kehut&itis

Indikator Kinerja Utame

Perjanjian
Kinerja

Indikator Sasaran Program

Target

Seluruh Pemegang iz
lingkungan mentaat
peraturan terkait PPL
dan Kehutanan

Meningkatnya Haklak
Negara atas
Pengelolaan  Sumbg
Daya Hutan dan LH

Meningkatnya
Penanganan
Pengaduan,
Penyelesaian
Sengketa  dar

Meningkatnya ketaatal
pemegang izin lingkungg
terhadap peraturan terkai
pengelolaan Lingkungg
Hidup dan Kehutanan 60 %

60 %

Penegakan
Hukum sebesa
70 %

Jumlah penyelesaian kas
sampai P21 untu
penebangan lian
penyeludupan dan peredars
ilegal TSL sebesar 40 kasus

40 Kasus

Meningkatnya  hutar
yang dapat
dipertahankan dar|
gangguan seluas 1

(tiga belas) juta Ha.

Meningkatnya
hutan yang
dapat
dipertahankan
dari gangguar
seluas 4 Juta He

Seluruh unit kawasan hutg
(termasuk kawasa
konservasi) yang dap
dilindungi dari ganggua
keamanan hutan 4 juta ha

4.000.000

Ha

Alokasi Anggaran untuikdikator Kinerja Prograadalah

Tabell0 Alokasi anggaran program penegakan hukum lingkuhigizap dan kehutanan

tahun 2016

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1 Meningkatnya Penanganan Pengaduan, Penyele 58,098456,000:
Sengketa dan Penegakan Hukum

5 Meningkatnya hutan yang dapat dipertahankan 113587.872.000;
gangguan

3 | Dukungan Manajement Pelaksanaan Tugas PHLH 75.313590.00Q-
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A. PENGUKURAN KINERRROGRAMENEGAKAN HUKUM LHK
A.l1. DISKRIPSI

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan jeimelalah pengukuran kinerja

dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerjaPengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen
kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau
target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Menteri RiEayagunaan Aparatur Negadan Reformasi
BirokrasiNo. 53 Tahun 2014 tentanBeunjuk teknis perjanjian kinerja dan tat acara

reviu atas laporan kinerja instansi pemerintabh.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran
kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan
meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan Klarifikasi output dan outcome yang akan
dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
Pengukuran kinerjdilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya)

terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala
(triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja

harus cukup menggamidan posisi kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan tipenya, Indikator Kinerja (IK) dapat dibagi menjadi:
1. Kuantitatif absolut, menggunakan angka absolut;
2. Prosentase, menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan
populasinya,;

3. Ratarata,angka ratarata dari suatu populasi atau total kejadian.
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Akuntabilitas ini juga menjelaskan perbandingan antara target dan capaian seluruh
indicator yang diukur. Selain perbandingan antaraetaggn realisasi pada Tahun B01

juga dilakukan pembandingamtara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya serta
perbandingan dengan Rencana Pembanguanan Jangka Menengah (RPJM) dan atau

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahqi2@09.5

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraianekieaitan kinerja dengan program dan
kebijakan deam mewujudkan sasaran, tuju@ebagaimana ditetapkan dalam rencana
strategis. Penyusunanlaporan kinerja (LKjDirektorat Jenderal PHLHK Tahun €01
pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakanbptasan maksimal yaitu
sebesal50% sehingga jika dirataata tidak dapat menggambarkan capaian kinerja yang

sesungguhnydari Direktorat Jenderal PHLHK.

A.2. FAKTORFAKTOR KEBERHASDANATAU KENDALA/HAMBATAN

Untuk mengukur pencapaian targerget sebagaimana disebut diatas, Ditjen PHLHK

telah mengembangkan beberapa tahapan proses dan instrumen sebagai berikut :

1. Merancang berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan tengst.

2. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bulanan,
triwulan, semesteran untuk melihat progress pencapaian target instrumen tersebut
menyangkut beberapa hal, yaitu :

a. Rincian aktivitas yang dilakukan dalam setiap periode,

b. Target per periode

c. Rincian anggaran yang akan digunakan dalam triwulan

d. Pertemuan duamingguan untuk membahas dan memonitor pencapaian dan
permasalahan

3. Menggunakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pencapaian kinerja indicator sasaran startegis, sasargrapraan indicator kinerja
program kadang kala tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Tidak terpenuhinya
targettarget tersebut dipengaruhi banyak factor sepextitbr teknis dan non teknis dan

atau factor eksternal dafactor internal.
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A.3. EFISIENSI DAN EFEKITA%
Guna memberikan evaluasi yang komprehessifagai bahan perbaikan kedepannya
maka pengukuran akuntanbilitas juga disertai analisis efektivitas dan analisis efisiensi
pengguna sumber datalingkat efektivitas dan efisiensi dalg®ngukuranindikator

kinerja adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas pencapaian kinerja

Pengukuran tingkat efektifitas pencapaian kinerja tahun6 2@lakukan melalui

perbandingan antara pencapaian kinerja tahun22@éngan tahun 204 Dari hasil

perbandingartersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja yang

dilaksanakan pada tahun 201 Kriteria yang dijadikan pedoman efektivitas

pencapaian kinerja, yaitu :

1) Rasio perbandingan > 1, artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaiaa kiner;j
yang melampaui kinerja tahun sebelumnya,;

2) Rasio perbandingan = 1, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun
2016, tetap/sama dengan tahun sebelumnya dan sama dengan kinerja tahtin 201

3) Rasio perbandingan < 1, menunjukan efektivitas permapdinerja menurun

artinyaefektifitas kinerja 208.lebih rendah dibandingkan efektivitas kia&015.

b. Efisiensi

Pengukuran efisiensi pencapaian kinerja tahun @&Odilakukan melalui

perbandingan antara pencapaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran tahun

2016. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi

pencapaian kinerja yang dilaksanakan tahun&0KTriteria yang dijadikan peman

efisiensi pencapaian kinerja, yaitu:

1) Rasio perbandingan > 1 atau = 1, artinya dalam pencapaian kinerja tahGn 201
berjalan secara efisien.

2) Rasio perbandingan < 1, menunjukan efisiensi pencapaian kinerja kurang efesien
artinya dalam mendukungencapaian kinerja tahun 26Z&anggaran yang diserap

belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja tahun6201
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B. KINERJRROGRAM PENEGAKAN HUKUM LHK
B.1.ANALISIS KINERJA PROGRAM

Pengukurartingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan KehutananTahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi maskmgasing indikator kinerjaTarget kinerja Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Likghgan Hidup dan Kehutanan terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis

sebagaimana table dibawah ini :

Table 1. Pengukuran capaian kinerja sasaran Program Ditjen PHLHK Tahun 2015

No. Sasaran Program Target Realisasi | Capaian
" | Penyeiosaian Sengketa. dan ponega O42/<asus | B4aKasus 1o,
y g 99  7ow) | (105%) °
Hukum
2 Meningkatnya hutan yang dapq 5.000.000 | 5.503.843
: : 110%
dipertahankan dari gangguan Ha Ha

Berdasarkan uraian diatas, sasaran strategis meningkatnya penanganan pengaduan,
penyelesaian sengketa dan penegakan hukum telah terealisasikan seb&B&o
sehingga melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 70 % maka capaian sasaran
strategis ini sebgar B5 %. Sedangkan sasaran strategis meningkatnya hutan yang
dapat dipertahankan dari gangguan di bidang kehutanan telah terealisasi seluas
5.503.843Ha daritarget seluas $00.000 Ha ataulD %. Tingkat capaian kinexjDitjen
PHLHK selama tahun 20kérdasarkan hasil pengukurannyadicator kinerja program

sebagai berikut

Tabelll Pengukuran capaidndikator knerjaProgramDitjen PHLHK Tahun 201

No. Ifasaran Indikator Kinerja Program | Target | Realisasi | Capaian
rogram
1 Meningkatnya | Meningkatnya pelayanan 500 Kasus 684 Kasus
Penanganan | pengaduan masyarakat (100%) (136%) 136%
Pengaduan, | sebesar 100 %
Penyelesaian | Meningkatnya gugatan
Sengketa dan perdata lingkunean hidup 10 10 100 %
Penegakan terdaftar melalui pengadilan | Gugatan | Gugatan
Hukum sebesar 75 %
sebesar 70 %.| Meningkatnya penyelesaian 142 150
tindak pidana sampai dengar Perkara | Perkara 105%
P21sebesar 75 % (75%) | (79,36 %)
AGREGAT IKP| 70 % 105 % 150 %
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Sasaran

No. P Indikator Kinerja Program | Target | Realisasi | Capaian
rogram

2 Meningkatnya | Meningkatnya jumlah lokag
hutan yang| yang dilaksanakan 3.000.000 5.503.843
dapat pencegahan serts 110%
. . Ha Ha
dipertahankan | pengendalian ancaman dg
dari gangguan| gangguan pada 34 Propinsi

Berdasarkartabel diatas,Rerata pencapaiasasaranprogram yang menjadi tanggung
jawab Ditjen PHLH&dalah 18 % Secara komulatif seluruh indicator kinerja program
telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 pencapaian kinerja Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lhi€lalui 2 indikatarya sebesar 110 % sedangkan
pencapaian kinerja Ditlen Gakkum LHK Tahun 2@bésar 130 % atau meningkat
sekitar ® %. Peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan lebih banydipengaruhi olehsemakin baiknya fédr-faktor
internal organisasi seperti telah tersedianya SOP, semakin optimalnya koordinasi dan
kerjasama intra direktorat teknis dan semakin baiknya infrastruktur operasional
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutteramasuk dalam hal ini telah
terbentuknya unit pelaksana teknis Ditjen Gakkum LHK di 5.|8kd&in hal tersebut
terdapat beberapa factor eksternal yang mencorong pencapaian kinerja terssimrtj s
tingginya dukungan pukli(media, LSM dan masyarakat) serta semakin tingginya
kesadaranaparatur penegak hukum lainnya terkait substansi peraturan perundangan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B.2. ANALISIS KINERJA KEGIATAN

Sasaran program pegakan hukum lingkungan hidup dan kehutatexidiri dari 2
indikator Sasaran program pengegakamkum lingkungan hidup dan kehutanan
yang pertama adalah Meningkatkan penyelesaian pengaduan, penyelesaian sengketa
dan penanganan hukum pidana dengan capaian kinerja sebesar 70 Persen. Sasaran
Program ini merupakan agregat dari 3 (tiga) Indikator Kinerggram (IKP)

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni :
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